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ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAIJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI
fMenurit KUP N 28 Tabhun 2007 dan UU PP Ne 36 Tahun 2008)

ABSTRAK

Tujucn dari pernclition i untuk mengetahul bagalmana pemahamman
Wajilr Pajak Chrang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Ji Keta
Bukittingss, Pajek memiliki kontribusi vang sangat besar dalam APBN negara
Republik Indonesia, yang berarti perannya songal besar bapi kelangsungan
pembangunan bangsa ini. Melalui pajak. pemeriniah dapat membiagvai sarana
dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, Agar penerimaan dart sekfor
pajak dapat maksimeal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadali dari
wafth pajak tentang perpajakan. Nel karena itu dilakukan penelitian yvang
bertujran mengnfi pemahaman masyarakat Keta Bukiitingsi terhadap peroturan
pelaksanaan kewafihan  perpajekan. Tingka!  pemahaman  divkur  dengan
menggunakan media kuesioner yang ferdivi dari 25 pertanyaan don difakukan
kepada 57 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Bukittingst  deagan
kriteria waplh pafak vang mempuryal NPWP dan berpenghasilan di aies PTRP
per tahunnya, Hal yang divker adaleh pemahaman terhadap pengetahuan umum
P*Ph, prosedur pelaksanaan kewajiban wafib pajak dan pelakianaan
pembayaran PP Serelah dilakuban penelitian, diperoleh hasil babwa wapih
pajak PPh orang pribadi df Kota Bukittinggl masih kurang paham dengan skor
Hnpkat pemalicaman 47, 44%

Keyword: Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.




BAR 1

PENDAHULITAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman dahulu sampai masa sckarang membavar pajak bukanlah
sesuaty yang merugikan Jagl bagl masvamskat.karena kontribusi pajak sanga
berperan dalam kegiatan pembangunan, Bagmmana tidak setiap fasilitas umoum
vang digunakan adalah berkat ioran yang dibavar masyarukal kepada negara,

[N Indonesia sendiri pajak dikelola secara khusus oleh Direklomt Jendral
Pajak vang berada di bawah naungan Deparemen Keuangan. Selain itu,diatur
juga dalam undang-undang perpajakan yang berlandaskan falsafal pancasila dan
UUD 1945, yang «i dalamnya tertuang ketentuan vang menjujung tinggi hak
warga negara dan menempatkan  kewajiban perpajakan sebagai  kewsajiban
kenegaraan dan merupakan peran serls rakyal dalam pmktik kenegaraan, Oleh
sehab itu, kiranya perlu mengetahui perpajakan vang berlaku di Indonesia sebagai
dasar dalam kehidupan,pengelompokan  pajak secara umum. serta tala cara
pemungittan pajak vang berlaku (Muyassaroh2010:1 ),

Dengan  berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 tenang
Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penchasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak
di Indonesia khususnva pada Pajak Peoghasilan (PPh) menpanut sistem self
assessment, Sislern pemungutars pajak mi memberikan kepercavan penuh kepada
Wajib Pajak  untuk  menghitung memperhitungkan. menyetor dan melaporkan

ajaknyva, Tulane punesune dar sistem i adalab volundary complicance dar
[ b g2 PUTEEUT L




masyarakattinggi rendahnya tanggapan atsu  respon  masvarakat  akan
mempengaruhi  jumlah  penerimaan  pajak vang pada  pilian  berikutnya
berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Disamping itwupaya pemerintah  untuk  mendorong  meningkainya
penerimaan negara dar Wajth Pajak Orang Pribadi juga dapat dilihat dard masih
dibolehkannya Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu untuk tidak membuat
pembukuan serta memperbolehkan mercka mengeunakan norma penghitungan
penghasilan netto untuk menentokan pajak penghasilan yang terutang walaupun
dengan  persyaratan tetap harus membuat pencatatan. Fal ini tentu  dapat
menngankan beban wajib pajak tersebut karena terkadang untuk membuat
permnbukuan mercka harus mengeluarkan baya ambahan untuk e Dengan
adanya keringanan ini akan membuat mereka mae dan mampe melaksanakan
kewajiban perpajakannyva dengan baik.

Walaupun pemernntah welah melakukan penyederhanaan maupun pembenan
keringanan. tefapi masih ada peraturan vang belum dapat terealisasi dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dar praktek vang ada di lapangan bahwa ternvata masih
banvak Wajib Pajak vang belum mempunyia NPWEF schingga penenimaan negara
chari sektor pajak tidak maksimal, Dan ada juga Wajib Pajak telah memiliki NPWP
tetapi tidak melaksanakan kewajiban pajakoya. Salab satu penvebabnya adalah
belum semua masvarakal memahami peraturan- peraturan tersebut dengan baik. .

Kassipilai dalam Astuti (2007 ) menvatakan bahwa * Tinghkat pemahaman
wajib pajak mengenal hukum pajak menjadi hal yvang penting dalam menentukan
sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak (tax aitiiude) dalam self assessment

spstem '
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib
pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di
Kota Bukittinggi.dengan cara mengambil sampel sebanvak 60 responden yang
memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas
PTKP, dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman
tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek vang
terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada UL KUP
MNo.27 Tahun 2007 dan UL PPh No.36 Tahun 2008

Secara umum bahwasanya tingkal pemahaman Wajib Pajak Oran £ Pribadi
di Kota Bukittinggi sebesar 4744% kurang paham terhadap pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Miskipun Wajib Pajak patuh
membayar pajak dan menyampaikan SPT. Hal ini terlibat dad sctisp item
perianyaan, ada beberapa item pertanyasn yang responden sangat kurang paham
diantaranya:

1. Apakah anak dibawah |7 tzhun boleh memiliki NPWE 7

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTEP) untuk wajib pajak omang pribadi
dengan status TK/D yang berlaku sast ini adalah sebesar:

3. Berapakah jumlah maksimal tangpungan vang dibolehkan untuk

menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajuk (PTEP) 7

a7
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